PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 36 TAHUN 1960 ( 36/ 1960)

TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG DARURAT
NOMCR 7 TAHUN 1955 TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN
DAN PERADI LAN TI NDAK- PI DANA EKONOM

Presi den Republik Indonesi a,

Meni nbang :

a. bahwa ternyata Pengadil an Ti nggi Ekonom pada Pengadil an
Tinggi Jakarta saja tidak cukup untuk nmenyel esai kan
per nohon- per nonhonan bandi ng dal am per kar a- perkara tindak
pi dana ekonom ;

b. bahwa unt uk nel ancarkan penyel esai an per nohonan- per nohonan
banding itu perlu pada senmua Pengadil an Ti nggi di adakan
Pengadi | an Ti nggi Ekonom ;

C. bahwa karena keadaan nemeksa, soal tersebut diatur dengan
Per at uran Penerintah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat :

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2. Undang- undang Darurat Nonor 7 tahun 1955 (Lenbar an- Negara
t ahun 1955 Nonor 27);

3. Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang Nonor 10 tahun
1960;

Mendengar : Miusyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960.

Memut uskan :

Menet apkan :

Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan
dan tanbahan Undang-undang Darurat Nonor 7 tahun 1955 tentang
pengusut an, penuntunan dan peradilan tindak pidana ekonom .

Pasal |I.
Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Darurat Nonor 7 tahun 1955
(Lenbaran- Negara 195 5 Nonor 27) diubah sehi ngga berbunyi sebagai
beri kut :

"Pada tiap-tiap Pengadilan Tinggi, untuk daerah hukummya
masi ng- masi ng, di adakan Pengadil an Tinggi Ekonom yang di beri
tugas nengadi | i perkara-perkara pi dana ekonom dal am tingkat
bandi ng".

Pasal I1.
Segera setel ah peraturan ini berlaku Pengadil an Ti nggi Ekonom di
Jakarta nmenyer ahkan ber kas perkara-perkara pidana ekonom yang
t el ah di nrohonkan bandi ng dan bel um di putus kepada Pengadi | an-
pengadi | an Ti nggi Ekonom yang bersangkutan untuk disel esai kan.

Pasal 111.



Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini nulai berl aku
pada hari di undangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, nenerintahkan
pengundangan Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Di t etapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Cktober 1960.
Pej abat Presi den

Republ i k 1 ndonesi a,

ttd
DJ UANDA
Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Cktober 1960.
Ajun Sekretaris Negara,
ttd
SANTOSO.
PENJ ELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
Nonor 36 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG DARURAT NOMCOR 7 TAHUN 1955
TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN
PERADI LAN TI NDAK- PI DANA EKONOM .

UMUM

H ngga sekarang ini hanya terdapat sebuah Pengadil an Ti nggi
Ekonom yang bertugas nel akukan penyel esai an peradi |l an perkara
pi dana ekonom , dal amtingkat banding, yaitu Pengadil an Ti nggi
Ekonom di Jakarta. Dengan neni ngkat nya per nbhonan bandi ng unt uk
per kar a- per kara pi dana ekonom Pengadi |l an Ti nggi Ekonom yang
hanya sebuah itu saja ternyata tidak mencukupi

Apabil a hal ini dibiarkan daya guna dan martabat Pengadil an
dal am nel akukan peradi | an dal am wakt u yang sesi ngkat - si ngkat nya
akan sangat nerosot dan kel ancaran penyel esai an akan sangat
t er ganggu.

Unt uk nengatasi kesulitan itu dengan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang ini pada tiap-tiap Pengadil an Ti nggi
unt uk daerah hukummya masi ng- masi ng di adakan Pengadil an Ti nggi
Ekonom yang di beri tugas nengadi|li perkara-perkara pidana
ekonom dal am tingkat bandi ng.

Unt uk nel ancar kan penyel esai an per nohonan- per nohonan bandi ng
yang bertinbun-tinbun itu, yang secara yuridis hal itu termasuk
dal am wewenang Pengadi | an Ti nggi Ekonom Jakarta, dengan
ber | akunya Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
Pengadi | an Ti nggi Ekonom Jakarta diwajibkan dengan segera
nmenyer ahkan berkas perkara-perkara pidana ekonom vyang tel ah
di mohonkan bandi ng dan bel um di putus, kepada Pengadi| an Ti nggi
Pengadi | an Ti nggi Ekonom yang ber sangkut an untuk di sel esai kan.

Pel i npahan penyel esai an per nohonan- per nohonan banding itu



tentunya tidak nerobah tanggal di masukkannya per nohonan-
per nohonan bandi ng yang ber sangkut an.
Ber hubung dengan sangat nendesaknya keadaan hal tersebut

di atas perlu diatur dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang.

PASAL DEM PASAL.
Cukup j el as.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG
Sunber: LN 1960/ 118; TLN Nonor 2054



